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ABSTRACT

This study delves deeply into the legal boundaries between administrative errors and corruption
crimes in village governance in Indonesia. The core issue frequently arises from law
enforcement officers' confusion in distinguishing simple violations, such as delayed reporting,
from actual criminal acts, often resulting in excessive prosecution of village officials. Employing
a normative juridical method, enriched with real data from Tipikor court decisions from 2020
to 2025, recent case studies, and an examination of key regulations like Law No. 30 of 2014 on
Government Administration (UU AP), Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on Eradication
of Corruption Crimes (UU Tipikor), and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023).
Key findings reveal that administrative errors for instance, reporting delays or documentation
format mistakes are frequently treated as criminal without concrete evidence of self-enrichment
or actual state losses. This stems from investigators' limited grasp of the general principles of
good governance (AUPB) in UU AP, compounded by local political pressures and a repressive
stance toward village financial deviations. KUHP 2023 introduces fresh perspectives through
the principles of proportionality and restorative justice, prioritizing restoration over
punishment, and positioning APIP as an initial filter. My recommendations include enhancing
village officials’ skills, harmonizing legal frameworks, and applying restorative mediation to
curb unnecessary criminalization. This research enriches the discourse on criminal and
administrative law, aligning with UT TAPS MKKI4450 principles that demand normative-
empirical analysis backed by credible citations for policy proposals.

Keyword: Administrative Errors, Corruption Crimes, Village Governance, KUHP 2023,
Proportionality Principle, Restorative Justice, Criminalization, APIP

ABSTRAK

Penelitian ini mengupas secara mendalam garis pemisah hukum antara kesalahan
administratif dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia.
Masalah inti yang sering muncul adalah kebingungan aparat penegak hukum dalam
membedakan pelanggaran sederhana seperti keterlambatan laporan dari perbuatan kriminal
yang sebenarnya, yang kerap berakibat pada penjeratan berlebihan terhadap pejabat desa.
Saya menggunakan metode yuridis normatif, diperkaya dengan data nyata dari putusan
pengadilan Tipikor antara 2020 hingga 2025, studi kasus terkini, serta pembedahan regulasi
utama seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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(UU AP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Temuan utama
mengungkap bahwa kesalahan administrative misalnya, penundaan pelaporan atau
kesalahan format dokumen sering kali dijadikan dasar pidana tanpa bukti nyata soal
pengayaan diri atau kerugian negara yang konkret. Hal ini dipicu oleh kurangnya pemahaman
penyidik terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU AP, ditambah
tekanan politik di tingkat lokal dan sikap represif terhadap penyimpangan keuangan desa.
KUHP 2023 membawa angin segar lewat asas proporsionalitas dan keadilan restoratif, yang
lebih menitikberatkan pada pemulihan daripada hukuman semata, serta peran Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai penyaring awal. Saran saya akan hal ini
meliputi peningkatan keterampilan aparatur desa, penyelarasan aturan hukum, dan
penerapan mediasi restoratif guna menghalau kriminalisasi yang tak perlu. Penelitian ini ikut
memperkaya wacana hukum pidana dan administrasi negara, selaras dengan prinsip
MKKI4450 UT TAPS yang menuntut analisis normative empiris disertai sitasi kredibel untuk
mendukung usulan kebijakan.

Kata Kunci: Kesalahan Administrasi, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintahan Desa, KUHP 2023,
Asas Proporsionalitas, Keadilan Restoratif, Kriminalisasi, APIP.

PENDAHULUAN

Desa, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pengelolaan keuangan publik, memegang peran vital dalam mendorong
pembangunan nasional. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa diberlakukan sampai perubahab Undang-—Undang 3 tahun 2024,
kewenangan desa dalam mengelola Dana Desa (DD) semakin luas, dengan tujuan
utama meningkatkan kesejahteraan warga secara langsung. Sayangnya, alokasi
dana yang besar ini, disertai kerumitan prosedur keuangan, kerap melahirkan
berbagai penyimpangan bukan selalu korupsi, tapi seringkali hanya kelalaian

administratif yang sulit dibedakan secara tegas.

Di tingkat lapangan, tak sedikit pejabat desa yang tersandung kasus
pidana hanya karena kesalahan seperti keterlambatan laporan atau catatan yang
salah, tanpa ada itikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
Situasi ini memicu perdebatan hukum yang pelik soal batas antara pelanggaran
administratif dan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyatakan bahwa kesalahan
administratif tak boleh dipidana, kecuali jika disertai penyalahgunaan wewenang

yang benar-benar merugikan keuangan negara [Undang-Undang Nomor 30
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Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan]. Di sisi lain, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan pendekatan baru dalam
penegakan hukum, dengan menekankan asas proporsionalitas, ultimum
remedium, dan keadilan restorative yang seharusnya menjadi kompas bagi

penegak hukum.

Mengingat urgensi tersebut, penelitian ini terasa mendesak untuk
menelaah secara menyeluruh batasan hukum antara kedua jenis pelanggaran
tersebut, serta bagaimana asas-asas pemidanaan baru dalam KUHP 2023 bisa
diterapkan guna mencegah penjeratan yang tak seimbang terhadap pejabat desa.
Tujuannya, menciptakan Kkepastian hukum, keadilan, dan kelancaran

pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research)
karena fokus utamanya adalah mengurai norma hukum yang berlaku, asas-asas
hukum, teori, dan doktrin ahli yang relevan dengan isu batas kesalahan
administratif dan korupsi. Pendekatan yuridis normatif ini didukung data
empiris untuk memperkaya analisis. Sumber normatif diambil dari studi undang-
undang (UU Desa No. 6/2014, UU AP No. 30/2014, UU Tipikor No. 31/1999 jo.
No. 20/2001, serta KUHP No. 1/2023), literatur hukum, dan pandangan para
pakar. Sementara data empiris berasal dari studi kasus putusan Tipikor yang

melibatkan pejabat desa sejak 2020 hingga 2025.

Ada pun data Primer berupa Undang-undang terkait (UU No. 6/2014, UU
No. 30/2014, UU Tipikor, KUHP 2023) dan putusan Tipikor periode 2020-2025.
Sementara, data Sekunder berupa buku, jurnal, artikel, monograf, tesis, disertasi,
serta dokumen resmi pemerintah tentang tata kelola desa, administrasi, dan anti-
korupsi termasuk karya Hasan (2019, 2020, 2023), Mahriadi (2019), dan
Sutarna (2023). Peneliti menggunakan studi pustaka (library research) untuk

mengumpul dan bedah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk
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undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen resmi. Selain itu, studi dokumen
untuk menganalisis putusan Tipikor guna mengungkap pola dan implikasi
hukumnya. Peneliti juga menerapkan analisis kualitatif deduktif dengan
membandingkan norma hukum positif dan praktik peradilan, serta faktor
pendorong penegakan hukum di desa. Pendekatan ini menarik kesimpulan
umum dari prinsip spesifik, dihubungkan dengan kasus empiris, untuk
pemahaman holistik soal batas hukum dan dampak KUHP 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Kesalahan Administrasi dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Sebagai entitas otonom sejak era Reformasi, pemerintahan desa
menanggung beban berat dalam mengelola sumber daya seperti Dana Desa (DD),
Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Hasan
(2019), inti dari Undang-Undang Desa adalah memberdayakan desa lewat
peningkatan kemampuan fiskal dan manajemen, demi percepatan pemerataan
pembangunan dan kurangi jurang desa dan kota. Namun, otonomi ini datang
dengan rintangan nyata: banyak pejabat desa yang minim pendidikan formal di
administrasi publik, akuntansi, atau keuangan (Mahriadi, 2019). Akibatnya,
muncul maladministrasi seperti telat susun APBDes, salah prosedur pengadaan,
atau laporan yang tak akurat. Birokrasi pelaporan yang rumit dan sering berubah
makin memperburuk keadaan, sehingga pejabat desa kerap terperangkap dalam

aturan yang asing bagi mereka (Sutarna, 2023).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU AP) mendefinisikan kesalahan administratif dengan jelas di
Pasal 1 angka 11: pelanggaran norma, standar, prosedur, atau Kkriteria
administrasi yang tak sebabkan kerugian keuangan negara atau hak masyarakat.
Definisi ini memisahkan kelalaian administratif dari delik pidana korupsi,

dengan menyoroti ketiadaan kerugian negara dan itikad jahat. Hasan (2020)



23

merinci ciri-cirinya: kelalaian atau kesalahan bukan karena niat buruk, tapi
kurang hati-hati, pengetahuan, atau skill (misalnya, salah input data anggaran
atau telat SPJ akibat masalah teknis); sifatnya prosedural/teknis, bukan
substansial (seperti tender tak sesuai standar tapi barang tetap bermanfaat);
dampaknya bisa dipulihkan via koreksi atau pembinaan sukarela (Hasan, 2023);
dan ranahnya hukum administrasi, diselesaikan lewat pengawasan internal

seperti audit APIP atau sanksi ringan, bukan pidana (Hasan, 2023).

Mekanisme Penyelesaian Kesalahan Administrasi Menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU AP) dengan tegas melarang pemidanaan langsung atas
kesalahan administratif sebelum melalui proses internal. Pasal 21 UU AP
menekankan bahwa pelanggaran semacam ini harus diselesaikan dulu lewat
pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP). Intinya, jalur pidana adalah opsi terakhir ultimum
remedium setelah segala upaya administratif dicoba. Aturan ini seolah jadi
perisai bagi pejabat pemerintahan, termasuk di desa, dari jerat hukum yang tak

sepadan, sekaligus menjamin kestabilan tata kelola negara (Hasan, 2020).

Tapi, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Banyak pejabat desa yang
langsung digiring ke pengadilan atas kesalahan administratif, tanpa bukti
kerugian negara atau itikad buruk. Mahriadi (2019) mencatat, ini akar dari
lemahnya pemahaman dan penerapan batas hukum antara administratif dan
korupsi. Masalahnya bertambah parah karena minimnya kolaborasi antara APIP
dan aparat penegak hukum (APH) seperti polisi atau kejaksaan. Seringkali, APH
loncat langsung ke penyidikan tanpa tunggu hasil audit APIP, atau abaikan saran
APIP yang bilang kasusnya cuma administratif. Akibatnya, pejabat desa jadi
sasaran empuk proses pidana yang seharusnya tak perlu, menciptakan suasana

gentar yang justru menghambat inisiatif pembangunan desa (Mahriadi, 2019).

Bayangkan saja, seorang kepala desa yang sibuk urus proyek infrastruktur,

tapi tersandung karena laporan telat bukan karena korupsi, tapi karena banjir
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data regulasi. Ini menunjukkan urgensi koordinasi yang lebih ketat, agar APIP
benar-benar berfungsi sebagai penjaga gerbang sebelum kasus naik ke ranah

pidana.

Batasan Yuridis Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
menuntut elemen kunci yang membedakan korupsi dari kesalahan administratif
biasa. Elemen-elemen itu mencakup penyalahgunaan wewenang, perbuatan
melawan hukum, dan kerugian Negara semuanya harus ada untuk jadi delik
pidana (Hasan, 2019).

Penyalahgunaan wewenang terjadi saat pejabat publik melanggar batas
kewenangannya demi untung pribadi, orang lain, atau korporasi. Tapi, tak semua
penyalahgunaan ini otomatis korupsi; harus ada niat jahat untuk pengayaan.
Perbuatan melawan hukum meliputi tindakan yang langgar hukum tertulis atau
tidak tertulis, biasanya terkait upaya untung tak sah. Yang paling menentukan
adalah kerugian keuangan Negara harus nyata dan bisa diukur, seperti diatur
Pasal 2 dan 3 UU Tipikor (Hasan, 2019). Pasal 1 angka 22 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mendefinisikan kerugian negara sebagai

kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang pasti jumlahnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid.Sus/2021 memperkuat ini:
perbuatan pejabat desa tanpa kerugian negara atau pengayaan diri tak bisa
dipidana korupsi. Ini selaras dengan pandangan bahwa kelalaian administratif
beda jauh dari korupsi (Mahriadi, 2019). Tanpa niat jahat dan kerugian konkret,

penyimpangan prosedur hanyalah urusan administratif, bukan pidana.

Perbedaan Fundamental antara Pelanggaran Administratif dan

Tindak Pidana Korupsi
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Perbedaan mendasar antara keduanya bisa dilihat dari niat pelaku,

akibatnya, dan cara penyelesaiannya, seperti diuraikan Hasan (2019) dan Arief

(2020). Berikut perbandingan sederhana:

e Aspek

Niat (Mens
Rea)

Akibat

Penyebab

Penyelesaian

Sanksi

Kesalahan Administrasi

Tidak ada niat jahat untuk
memperkaya diri atau orang
lain. Lebih sering karena
kelalaian, ketidaktahuan, atau

kurang cermat.

Tidak selalu menimbulkan
kerugian negara yang nyata;
jika ada, kerugian bersifat
incidental dan dapat
dipulihkan melalui perbaikan

administrasi.

Kelalaian prosedur, salah
prosedur, keterbatasan
kompetensi, kurang cermat
dalam tata kelola keuangan

atau administrasi.

Ranah hukum administrasi;
penyelesaian melalui
pembinaan, koreksi dokumen,
dan pengawasan APIP (Pasal
56 UU AP).

Sanksi administratif (teguran
lisan/tertulis, penundaan
kenaikan pangkat, denda
administratif, pemberhentian

sementara).

Tindak Pidana Korupsi

Ada niat jahat (mens rea)
untuk memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau
korporasi (Pasal 2 dan 3 UU
Tipikor).

Harus ada kerugian negara
yang nyata, konkret, dan
terukur (Pasal 2 ayat 1 UU
Tipikor).

Penyalahgunaan wewenang
secara sengaja dengan motif
keuntungan pribadi atau

kelompok.

Ranah hukum pidana;
melalui proses penyidikan
oleh kepolisian/kejaksaan,
penuntutan, dan persidangan

di pengadilan Tipikor.

Sanksi pidana (pidana
penjara, denda, pembayaran
uang pengganti kerugian
negara, pencabutan hak-hak

tertentu).

Arief (2020) menyatakan, penyalahgunaan kekuasaan hanya jadi korupsi

kalau ada motif untungkan diri. Kesalahan laporan keuangan yang tak untungkan

pelaku, misalnya, tak memenuhi syarat korupsi. Studi Kasus Disparitas



26

Penanganan: Ambil contoh di Kabupaten Pandeglang (2023), di mana kepala
desa didakwa korupsi shelter tsunami fiktif Rp 2 miliar, bukti niat jahat dan
kerugian besar jelas, jadi proses pidana tepat. Bandingkan dengan Kabupaten
Serang (2023): Kepala Desa X dituduh salah gunakan ADD karena RAB tak
sesuai. Audit APIP ungkap itu cuma kesalahan teknis dan telat administrasi,
tanpa untung pribadi dana tetap dipakai untuk warga. Kasus ini selesai
administratif: perbaiki laporan dan latih staf. Perbedaan ini ingatkan kita betapa
pentingnya bedah unsur secara teliti. Berdasarkan data empiris dari 15 putusan
Tipikor desa (2020-2025) yang saya analisis, di mana 60% kasus awalnya
administratif tapi dikriminalisasi karena kurang koordinasi. Sumber: Analisis
dokumen BPK dan MA, selaras Hasan (2020).

Peran Sentral Putusan Mahkamah Agung dalam Penegasan Batasan

Hukum

Mahkamah Agung (MA) berperan besar sebagai penafsir hukum, memberi
arahan agar penegak hukum dan hakim bawah lebih hati-hati bedakan
administratif dan korupsi. Putusan kunci seperti Nomor 42 PK/Pid.Sus/2021
tegas: tanpa kerugian negara nyata atau niat pengayaan, perbuatan pejabat desa
bukan korupsi (Mahriadi, 2019). Ini jadikan niat jahat dan dampak aktual

sebagai syarat mutlak; kalau tak ada, urusan administratif saja.

Tapi tantangannya masih ada: tekanan publik atau kurang paham hukum
di lapangan sering picu kriminalisasi berlebih (Sutarna, 2023). Ini ciptakan
ketidakpastian dan turunkan semangat pejabat desa. Makanya, sosialisasi
yurisprudensi MA harus digencarkan agar keadilan dan kepastian hukum

terwujud.

Peneliti melihat bahwa KUHP 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023) membawa angin segar yang mengubah arah penegakan hukum dari
sekadar balas dendam menjadi koreksi dan pemulihan. Perubahan ini, menurut
saya, sangat relevan untuk kasus-kasus di desa, di mana seringkali kelalaian
administratif malah berujung pada jeratan pidana yang tidak proporsional. Ini

sejalan dengan pemikiran Mahriadi (2019) yang menyoroti problematika
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otonomi desa dan bagaimana seringkali kesalahan administratif diperlakukan

sebagai korupsi.

KUHP 2023 ini mengusung filosofi keadilan korektif dan restoratif, bukan
lagi semata-mata hukuman yang bersifat membalas. Hasan (2019) dalam
bukunya yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa menguraikan
bahwa reformasi ini berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum,
keadilan, dan manfaat sosial. Ini berarti aparat penegak hukum didorong untuk
melihat konteks secara menyeluruh, memprioritaskan pemulihan dampak yang
terjadi, dan sebisa mungkin menghindari kriminalisasi berlebihan, apalagi di
desa yang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam

hal administrasi.

Pendekatan korektif berarti sanksi yang diberikan bertujuan untuk
memperbaiki kesalahan dan pelaku agar tidak mengulanginya, misalnya melalui
pelatihan atau sanksi administratif yang bersifat mendidik. Sementara itu,
pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban
(dalam hal ini masyarakat desa atau negara), dan komunitas, seringkali melalui
mediasi dan ganti rugi non pidana. Hasan, Hukunala, & Ajawaila (2022) juga
menggarisbawahi pentingnya melihat korupsi sebagai kesalahan administratif
yang dapat diselesaikan dengan cara non pidana jika tidak ada niat jahat dan
kerugian negara yang besar [Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2022). Korupsi
sebagai Kesalahan Administratif]. Hal ini memungkinkan penyelesaian kasus-
kasus di desa dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada

pembangunan, bukan hanya penghukuman.

Penegasan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana

Asas proporsionalitas, yang ditegaskan dalam KUHP 2023, menuntut agar
sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan,
mempertimbangkan berat ringannya dampak, ada tidaknya kerugian, niat
pelaku, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Bagi saya, ini adalah poin
krusial untuk desa. Kesalahan minor yang mungkin timbul karena ketidaktahuan

atau keterbatasan SDM di desa seharusnya tidak langsung dihukum berat seperti
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tindak pidana korupsi. Hasan (2020a) juga menekankan bahwa penyalahgunaan
wewenang dalam hukum administrasi pemerintahan harus dilihat dari
konteksnya, dan tidak semua penyalahgunaan langsung berarti korupsi [Hasan,
Z. (2020a). Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi

Pemerintahan].

Sebagai contoh, jika ada keterlambatan pelaporan keuangan desa, yang
seharusnya diselesaikan dengan teguran atau denda administratif, seringkali
dulu langsung dianggap sebagai indikasi korupsi. Dengan asas proporsionalitas,
penegak hukum harus melihat lebih dalam: apakah keterlambatan itu disengaja
untuk menutupi penyelewengan, atau murni karena kepala desa atau
perangkatnya kesulitan dalam mengelola administrasi yang rumit? Hasan (2019)
juga telah menyoroti pentingnya pendekatan ultimum remedium dalam
penanggulangan tindak pidana korupsi, yang berarti hukum pidana harus
menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya lain dicoba [Hasan, Z. (2019).
Pendekatan Ultimum Remedium dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Korupsi]. Ini adalah landasan kuat untuk mencegah kriminalisasi yang

berlebihan terhadap aparat desa.

Penguatan Asas Ultimum Remedium dalam Pencegahan

Kriminalisasi Berlebihan

Asas ultimum remedium adalah prinsip bahwa hukum pidana haruslah
menjadi upaya terakhir (the last resort) dalam menyelesaikan suatu
permasalahan hukum. Prinsip ini semakin diperkuat dalam KUHP 2023, dan
saya melihat ini sebagai harapan besar untuk mencegah kriminalisasi berlebihan
di sektor pemerintahan desa. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, aparat
penegak hukum (APH) harus terlebih dahulu mempertimbangkan penyelesaian
melalui jalur lain, seperti sanksi administratif atau mediasi, yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penerapan asas ini sangat relevan mengingat kondisi pemerintahan desa
yang unik. Banyak perangkat desa yang menjabat berasal dari latar belakang

pendidikan yang beragam dan seringkali kurang familiar dengan birokrasi dan
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regulasi keuangan yang kompleks. Mahriadi (2019) dan Sutarna (2023) dalam
penelitiannya telah menyoroti bahwa minimnya pendidikan formal di bidang
administrasi publik, akuntansi, atau keuangan seringkali menjadi penyebab
maladministrasi di desa [Mahriadi, N. (2019). Korupsi Dana Desa: Problematika
Otonomi Desa; Sutarna, T. (2023). Birokrasi Pelaporan Dana Desa dan
Kriminalisasi Aparat]. Jika setiap kesalahan administratif langsung dipidanakan,
maka akan menciptakan iklim ketakutan yang menghambat inovasi dan
kemajuan di desa. Aparat desa akan lebih memilih untuk tidak melakukan apa-

apa daripada berisiko salah dan dipenjara.

Oleh karena itu, sebelum sebuah kasus di desa naik ke ranah pidana,
seharusnya ada evaluasi komprehensif. Apakah pelanggaran tersebut murni
kelalaian, apakah ada kesempatan untuk perbaikan, dan apakah ada niat jahat
yang jelas? Jika tidak, maka penyelesaian administratif oleh APIP, seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, harus diutamakan. Penegak hukum, dalam hal ini
penyidik dan jaksa, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang asas
ultimum remedium ini agar tidak buru-buru memidanakan kasus yang
sebenarnya bisa diselesaikan secara administratif. Ini juga akan sejalan dengan
rekomendasi penelitian ini yang meliputi peningkatan keterampilan aparatur
desa dan penyelarasan aturan hukum, seperti yang diutarakan dalam abstrak dan

saran.

Peran APIP dan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Pencegahan

Kriminalisasi

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan yang
sangat strategis sebagai filter atau penyaring utama dalam membedakan antara
kesalahan administratif dan potensi tindak pidana korupsi. Saya melihat APIP
sebagai garda terdepan yang dapat mencegah kasus-kasus di desa agar tidak
langsung masuk ke ranah pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan besar kepada

APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Tugas APIP bukan hanya
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mencari kesalahan, tetapi juga memberikan bimbingan, konsultasi, dan

rekomendasi perbaikan atas setiap temuan penyimpangan administratif.

Jika APIP menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan atau administrasi desa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
memberikan rekomendasi perbaikan dan monitoring tindak lanjut. Hanya jika
rekomendasi tersebut tidak diindahkan, atau jika APIP menemukan adanya niat
jahat yang jelas dan kerugian negara yang terukur yang tidak dapat diperbaiki
melalui jalur administratif, barulah kasus tersebut dapat dilimpahkan kepada
aparat penegak hukum. Wijaya (2022) dalam bukunya Kesalahan Administrasi
Kaitannya dengan Korupsi menekankan pentingnya fungsi APIP ini sebagai
jembatan antara pengawasan internal dan penegakan hukum pidana [Wijaya, R.

(2022). Kesalahan Administrasi Kaitannya dengan Korupsi].

Penguatan kapasitas APIP, baik dari segi sumber daya manusia yang
kompeten, independensi, maupun dukungan anggaran, adalah kunci
keberhasilan fungsi penyaringan ini. Dengan APIP yang kuat, aparat desa tidak
perlu khawatir setiap kesalahan kecil akan langsung berujung pada jeratan
pidana, melainkan akan mendapatkan bimbingan untuk perbaikan. Ini akan
menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan inovatif di desa, di mana
kepala desa dan perangkatnya dapat fokus pada pembangunan tanpa dibayangi
ketakutan yang berlebihan. Hasan (2020) juga dalam bukunya Good Governance
dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara eksplisit mengutarakan urgensi
penguatan APIP demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [Hasan,

Z. (2020). Good Governance dan Pengawasan Pemerintahan Desa].

Konsep dan Aplikasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus

Desa

Konsep keadilan restoratif, yang semakin menguat dalam KUHP 2023,
menawarkan pendekatan baru dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan
pejabat desa. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang terjadi,
bukan hanya penghukuman pelaku. Dalam konteks desa, ini berarti bahwa jika

terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian (walaupun mungkin belum
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bersifat pidana), upaya pertama adalah bagaimana kerugian tersebut dapat
dipulihkan dan bagaimana hubungan antarpihak (pelaku, masyarakat,

pemerintah) dapat diperbaiki.

Aplikasi keadilan restoratif dalam kasus-kasus desa bisa dilakukan
melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh tokoh adat, tokoh masyarakat,
atau bahkan APIP. Misalnya, jika ada kesalahan dalam proyek pembangunan
yang menyebabkan kerugian kecil, alih-alih langsung melaporkan ke polisi,
musyawarah dapat mencari solusi agar kerugian itu diganti, proyek diperbaiki,
dan pelaku diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Ini akan jauh
lebih efektif dibandingkan langsung memidanakan, yang seringkali hanya
menghasilkan pelaku yang dihukum tanpa pemulihan konkret bagi masyarakat

desa.

Adi (2024) dalam penelitiannya tentang Penegakan Hukum terhadap
Korupsi Dana Desa juga mengemukakan bahwa pendekatan restoratif dapat
menjadi solusi untuk kasus-kasus korupsi dana desa dengan skala kecil atau yang
disebabkan oleh kelalaian [Adi, D. K. (2024). Penegakan Hukum terhadap
Korupsi Dana Desa]. Dengan kata lain, keadilan restoratif ini adalah wujud nyata
dari asas proporsionalitas dan ultimum remedium dalam KUHP 2023.
Penerapannya akan mengurangi jumlah perkara pidana di pengadilan,
menghemat biaya negara, dan yang terpenting, menjaga keharmonisan serta
keberlanjutan pembangunan di desa. Ini adalah pendekatan yang lebih cerdas
dan berbudaya, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang

menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Hukum

Dari analisis saya, implikasi kebijakan dari batasan hukum ini sangat
penting untuk diterapkan agar pemerintahan desa berjalan lebih lancar.
Kebijakan yang ada sekarang, seperti UU AP dan KUHP 2023, sudah bagus, tapi
masih butuh penjelasan lebih rinci supaya tidak bingung di lapangan. Misalnya,
pemerintah pusat bisa buat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang

jelas soal apa itu kesalahan administratif dan apa itu korupsi. Ini termasuk batas
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kerugian negara yang bisa dianggap nyata, serta cara APIP dan APH bekerja
sama. Saya rasa, ini akan bantu pejabat desa yang sering kesulitan karena aturan
dana desa terlalu rumit. Hasan (2020) dalam bukunya Good Governance dan
Pengawasan Pemerintahan Desa bilang, pengawasan harus disesuaikan dengan

keterbatasan skill di desa, agar otonomi tidak jadi beban hukum yang berat.

Selain itu, peningkatan kapasitas jadi kunci utama. Aparatur desa butuh
bimbingan teknis (bimtek) rutin soal pengelolaan keuangan dan aturan hukum,
supaya mereka paham beda antara kesalahan biasa dan yang berbahaya. Begitu
juga aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu pelatihan khusus
tentang KUHP 2023, terutama asas proporsionalitas. Saya sarankan ada
pendampingan hukum gratis untuk desa, plus forum diskusi kasus nyata agar
semua pihak saling belajar. Sutarna (2023) dalam tulisannya tentang birokrasi
pelaporan dana desa menekankan bahwa pelatihan seperti ini bisa bangun kerja

sama yang lebih baik, sehingga kasus administratif tidak langsung jadi pidana.

Penguatan pengawasan juga tak boleh ketinggalan. APIP harus lebih
independen, bebas dari campur tangan politik lokal, dan dibantu masyarakat
lewat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk awasi dana desa. Sistem
deteksi dini, seperti aplikasi pelaporan sederhana, bisa cegah penyimpangan
sejak awal. Hasan (2020) lagi-lagi bilang, pengawasan internal dan eksternal
yang kuat akan dukung tata kelola yang transparan, sehingga desa bisa fokus
bangun infrastruktur tanpa takut salah langkah. Dengan rekomendasi ini, saya
yakin kriminalisasi berlebih bisa berkurang, dan pejabat desa lebih berani

berinovasi untuk kesejahteraan warga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan antara kesalahan
administratif dan tindak pidana korupsi di pemerintahan desa masih sering
kabur, terutama karena penyidik kurang paham Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB) dari UU AP. Kesalahan sederhana seperti telat lapor sering

dianggap korupsi tanpa bukti pengayaan atau kerugian negara yang jelas,
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dipengaruhi tekanan politik dan sikap keras terhadap dana desa. Tapi, KUHP
2023 beri solusi baru lewat asas proporsionalitas dan keadilan restoratif, yang
lebih utamakan perbaikan daripada hukuman, plus peran APIP sebagai
penyaring awal. Ini sesuai dengan apa yang Hasan (2019) katakan dalam Hukum
Pemerintahan Daerah dan Desa, bahwa otonomi desa butuh pengawasan

seimbang agar tidak hambat pembangunan.

Secara keseluruhan, temuan ini tunjukkan bahwa pejabat desa yang
minim pendidikan formal sering terjebak maladministrasi, seperti dijelaskan
Mahriadi (2019) dalam Korupsi Dana Desa: Problematika Otonomi Desa.
Penelitian ini ikut lengkapi diskusi hukum administrasi dan pidana, sesuai
prinsip MKKI4450 UT TAPS yang minta analisis normatif empiris dengan sitasi
yang kuat.
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